
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 12. TAHUN 2011

TENTANG

PERU BAHAN ATASPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PENlABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANlA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaanpembangunan yang optimal
dan terarah perlu direncanakan matang dan waktu yang
memadai serta sumber pembiayaannya jelas dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 289/KPTS/VIj20ll tanggal 18 Maret 2011 tentang
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada KabupatenjKota
pada APBD Provinsi Sumatera 5elatan dan Surat Edaran
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 016jSE/V/20ll tanggal 25
April 2011 perihal Bantuan Keuangan KepadaKabupatenjKota
pada APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2011, agar
pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan
kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBDTA 2011.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3569);
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tentang
Republik

Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang BeaPerolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
PerubahanKedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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12. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2007 Nomor 22);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2011 Nomor 73);

31. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2011 Nomor 254).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI
BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2011

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 254) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal1 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.846.792.631.000/-
b. Bertambahj(berkurang) . Rp. 10.294.464.000,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.857.087.095.000/-

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.960.067.631.000,-
b. Bertambahj(berkurang) Rp. 10.294.464.000,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.970.362.095.000,-

3. Pembiayaan

41.725.000.000/-

41.725.000.000/-
0-,

Rp.

155.000.000.000/-
0-«

Rp. 155.000.000.000/-

a. Penerimaan
1) Semula Rp.
2) Bertambahj(berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan setelah perubahan
b. Pengeluaran

1) Semula Rp.
2) Bertambahj(berkurang) Rp.

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Jumlah PembiayaanNetto setelah perubahan Rp.
SisaLebih PembiayaanAnggaran setelah perubahanRp.

113.275.000.000/-
0-/

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah (1) Ayat baru yakni Ayat (2) sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal3

(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud daJamPasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengalami
perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendidikan Nasional
KabupatenMusi Banyuasin.
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Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan qi Sekayu
pada tanggal 30 Juni 2011

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Juni 2011

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AS ADMINISTRASI UMUM
NYUASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 263
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